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Suntikan Modal BUMN

Menambah Beban

AP

BN

Kementerian BUMN mengusulkan PMN BUMN 2024-2025 sebesar Rp 57,8 triliun

Dendi Siswanto

JAKARTA. Pemerintah perlu
menjaga keandalan fiskal
pada tahun depan. Sebab,
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2025
rentan terpapar tekanan eks-
ternal dan internal.

Bukan hanya untuk mem-
biayai program prioritas pre-
siden terpilih dan membayar
utang jatuh tempo yang nilai-
nya fantastis mencapai Rp 800
triliun, tetapi juga menyuntik
modal kepada badan usaha
milik negara (BUMN). Kemen-
terian BUMN belum lama ini
mengusulkan penyertaan mo-
dal negara (PMN) BUMN seni-
lai Rp 57,8 triliun secara ku-
mulatif untuk 2024-2025. Ada-
pun alokasi dana PMN tahun
ini, yang mengacu pada buku
Nota Keuangan APBN 2024,
mencapai Rp 40,7 triliun.

Menteri BUMN Erick Tho-
hir memerinci, PMN tamba-
han untuk 2024 ditujukan ke-
pada tujuh perusahaan pelat
merah dengan nilai Rp 13,6
triliun. Sementara selebihnya
Rp 44,2 triliun merupakan
suntikan modal untuk 16
BUMN di tahun 2025. Khusus
PMN 2025, PT Hutama Karya
mendapat dana terbesar yakni
Rp 13,86 triliun untuk melan-

Jutkan pembangunan Jalan
Tol Trans Sumatera (JTTS)
Fase 2 dan Fase 3.

Usulan PMN pada 2025 se-
bagian besar merupakan pe-
nugasan pemerintah dengan
porsi 69 atau Rp 30,4 oriliun.
Kemudian pengembangan
usaha dengan porsi 27% atau
Rp 11,8 triliun dan restrukturi-
sasi dengan porsi 4% atau Rp 2
triliun. "Walaupun ada indika-
si sepertinya angka yang kita
usulkan, dari Kementerian
Keuangan tidak bisa membe-
rikan secara maksimal," ujar
Erick dalam Rapat Kerja ber-
sama Komisi VI DPR RI, be-
lum lama ini.

Sementara PMN 2024 yang
diajukan berasal dari cadang-
an pembiayaan investasi. Ini
diberikan mulai dari PT Kere-
ta Api Indonesia (KAI) untuk
pengadaan kereta melalui re-
trofit dan pembelian kereta
baru Rp 2 triliun. Ada pula
INKA untuk peningkatan ka-
pasitas dan kualitas produksi
Rp 2 triliun. Kemudian Huta-
ma Karya senilai Rp 1,6 triliun
untuk pembangunan JTTS.

Direktur Ekse kutif Institute
for Development of Econo-
mics and Finance (Indef) Es-
ther Sri Astuti menilai sunti-
kan modal ke BUMN menjadi
beban APBN, mengingat pe-
merintah harus memenuhi

banyak kebutuhan belanja
serta pembayaran utang jatuh
tempo. Dengan kondisi itu,
ruang fiskal di APBN 2025 se-

mendapatkan laba. Adapun
BUMN di Indonesia menjadi
alat pemerintah untuk melak-
sanakan program yang acap

makin menciut. "Pasti akan

membebani APBN. Akan
lebih baik jika BUMN mem-
bantu meringankan peme-
rintah dengan memberi di-
viden lebih banyak," ujar
dia, kemarin.

Ekonom Center of Eco-
nomic and Law Studies
(Celios) Nailul Huda juga
bilang, belum ada korelasi
positif antara pemberian
PMN dan pertumbuhan
ekonomi. Artinya, PMN
yang mengucur belum
mampu menggenjot ekono-
mi domestik. "PMN yang
diberikan memang keba-
nyakan untuk menyehat-
kan BUMN selama ini, bu-
kan ekspansi," kata dia.

Direktur Eksekutif Sega-
ra Research Institute Piter
Abdullah tidak memperma-
salahkan kucuran PMN
kepada BUMN. Namun ca-
tatannya, suntikan modal
ke perusahaan pelat merah
harus lebih selektif.

Piter menjelaskan, ka-
rakteristik BUMN di Indo-
nesia berbeda dengan ne-
gara lain, seperti Malaysia
dan Singapura yang murni
berbisnis dengan tujuan

kali justru tidak menguntung-

kan, seperti BUMN Karya.
"Sepanjang proyek itu ber-
dampak positif untuk kita,
menurut saya ya itulah fungsi
APBN," kata Piter. [ ]

Usulan PMN BUMN pada APBEN 2025

BUMN  RpTriliun __ Penggunaan Dana _ Keterangan
Hutama Karya 13,86 #-?Elr;ﬂanjmmbangumn Penugasan Pemerintah
ASABRI 3,61 Perbaikan permodalan Penugasan Pemerintah
PLN 3,00 Program listrik desa Penugasan Pemerintah
Bahana PUI 3,00 Peguatan permodalan KUR  Penugasan Pemerintah
Pelni 2,50 Pengadaan kapal baru Penugasan Pemerintah
Biotarma 221 Fasllitas capex baru Penugasan Pemerintah _

: Pembangunan Tol Jogja- :
Adhi Karya 2,09 Bawen & Solo-Jojga Penugasan Pemerintah
Wiajaya Karya 2,00 :gpr)"a{i}lg‘la;tmktur Restrukturisasi

Modernisasi dan
Len Industri 2,00 peningkatan kapasitas Pengembangan Usaha
produksi
Danareksa 2,00 Pengembangan usaha Pengembangan Usaha
KAl 1,80 Pengadaan trainset baru Penugasan Pemerintah
ID Food 1,62 Bl:g{gtriafrl;‘er‘géian e Penugasan Pemerintah
Penyelesaian proyek Jogja-
PT PP 186 h e KIP{ s Pengembangan Usaha
Perum Damri 1,00 Penyediaan bus listrik Pengembangan Usaha
Perumnas 1,00 I;;p:::gsh:ign persediaan Penugasan Pemerintah
INKA 0,98 Pembuatan kereta KRL Pengembangan Usaha

Sumber: Kementerian BUMN



